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Lampiran V

KESELAMATAN KERJA

Undang-undang Nomor I Tahun 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam

melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta

produktivitas Nasional

b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya

c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan

efisien

d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina

norma-norma perlindungan kerja;

e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang

memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan

perkembangan masyarakat. Industrialisasi. teknik dan teknologi

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5.20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945;

2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-

ketentuan

Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969

Nomor 35, Tambahan Lembaran negara Nomor 2912).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

1. Mencabut:

Veiligheidsreglement tahun 1910 (Stbl. No.406).

2. Menetapkan :

Undang-undang Tentang Keselamatan Kerja



BAB I

Tentang Istilah-istilah

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

(1) “Tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau

tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan

suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci

dalam pasal 2.

(2) Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang

merupakan bagian-bagian yang dengan tempat kerja tersebut.

(3) “Pengurus” ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja

atau bagiannya yang berdiri sendiri.

(4) “Pengusaha” ialah :

a. orang atau badan hukum yang menjalankan seseuatu usaha milik sendiri dan untuk

keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan

miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

c. orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum

termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.

(5) “Direktur” ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan

Undangundang ini.

(6) “Pegawai Pengawas” ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga

Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(7) “Ahli Keselamatan Kerja” ialah tenaga tehnis yang berkeahlian khusus dari luar

Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi

ditaatinya Undangundang ini.



BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja,

baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di

dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :

a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan

atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau

peledakan;

b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan

atau barang yang : dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan

infeksi, bersuhu tinggi;

c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran

rumah,gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran, atau

terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan

persiapan;?

d. dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan,

pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan

kesehatan;???

e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam atau bijih logam

lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di

dalam bumi, maupun di dasar perairan;

f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui

terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;

g. dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau

gudang;

h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;

i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;

j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;

k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena

pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;

l. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;



m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan

angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;

n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;

o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;

p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian)

yang menggunakan alat tehnis;

q. dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik,

gas, minyak atau air;

r. diputar pilem, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang

memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruangan-ruangan atau

lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang

bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian

tersebut dalam ayat (2).

BAB III

Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Pasal 3

(1) Dengan peraturan perundangan-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja

untuk:

a. mencegah dan mengurangi kecela- kaan;

b. mencegah, mengurangi dan memadam kan kebakaran;

c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau

kejadiankejadian lain yang berbahaya;

e. memberi pertolongan pada kecelakaan;

f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;

g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu,

kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;

h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun

psychis, peracunan, infeksi dan penularan;



i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;

j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;

k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses

kerjanya;

n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;

o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan

penyimpanan barang;

q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

r. menyeseuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya

kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

(2) Dengan peraturan perundangan dapat dirobah perincian seperti tersebut dalam ayat (1)

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-

pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal 4

(1) Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam

perecanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian,

penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat

produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan

ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi,

bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan

pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan,

barang, produksi teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu

sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirobah perincian seperti tersebut dalam ayat (1)

dan

(2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan

mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.



BAB IV

Pengawasan

Pasal 5

(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para

pegawai pengawas kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya

Undangundang ini dan membantu pelaksanaannya.

(2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam

melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

(1) Barangsiapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan

banding kepada Panitia Banding.

(2) Tata-cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan

lainlainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

(3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi

menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan

fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-

sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

(2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya,

secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BAB V



Pembinaan

Pasal 9

(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;

b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat

kerjanya;

c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin

bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

(1) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada

di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta

peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama

dalam kecelakaan.

(2) Pengurusa diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

BAB VI

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 10

(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja

guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari

pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan

tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka

melancarkan usaha berproduksi.

(2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya

ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII



Kecelakaan

Pasal 11

(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang

dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(2) Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1)

diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

Kewajiban dan Hak Kerja

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli

keselamatan kerja;

b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;

c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;

d. Meminta pada Pengurus agas dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang

diwajibkan;

e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan

kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-

hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat

dipertanggung-jawabkan.

BAB IX

Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk

keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.



BAB X

Kewajiban Pengurus

Pasal 14

Pengurus diwajibkan :

a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat

keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan

pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang

mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja;

b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang

diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan

terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada

tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain

yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan

menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

BAB XI

Ketentuan-kententuan Penutup

Pasal 15

(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan

peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas

pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau

denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-

undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang



ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-

undang ini.

Pasal 17

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini

belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu

Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut “Undang-undang Keselamatan Kerja” dan mulai berlaku pada

hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 1970.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR 1.
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Lampiran VI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan

dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan

ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam

pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak

dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak

sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh

karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e

perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:



Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB X

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Perlindungan

Paragraf 1

Penyandang Cacat

Pasal 67

(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Anak

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur

antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;

f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak

yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum

pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.



(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan

pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memenuhi syarat :

a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan

waktu sekolah.

(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat

kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang

terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk

pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi

dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral

anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 75

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar

hubungan kerja.

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.



Paragraf 3

Perempuan

Pasal 76

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang

dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut

keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya

apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul

07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang

berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan

Menteri.

Paragraf 4

Waktu Kerja

Pasal 77

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari

kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari

kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor

usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)

hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.



(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku

bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4

(empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2

(dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang

bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh

dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6

(enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan

pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun

berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi

pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 80

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk

melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 81

(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan

kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82



(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan

sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut

perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh

istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau

bidan.

Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya

untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 84

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Pasal 85

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi

apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-

menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan

pengusaha.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur

resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.

(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang

optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Lampiran VII

SISTEMATIKA PELAPORAN AUDIT MANAJEMEN

Surabaya, ......................... 2017

No :

Lampiran :

Perihal : laporan hasil audit manajemen

Kepada

Yth. Ibu Goretty R

Departemen HSE

Di Surabaya

Kami telah melakukan audit atas manajemen pengelolaan sumber daya

manusia dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan PT.

International Chemical Industry Surabaya. Audit kami tidak dimaksudkan untuk

memberikan pendapat atas kewajaran keuangan perusahaan dan oleh karenanya

kami tidak memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan

tersebut. Audit kami hanya mencakup bidang pengelolaan sumber daya manusia

dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Audit tersebut dimaksudkan

untuk menilai efektivitas dan efisiensi. Pengelolaan sumber daya manusia dalam

hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilakukan untuk mengidentifikasi

masalah-masalah yang terjadi dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan

yang ditemukan selama audit, sehingga diharapkan di masa yang akan datang

dapat dicapai perbaikan atas kekurangan tersebut dan perusahaan dapat beroperasi

dengan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya

Hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi :

Bab I : Informasi Latar Belakang

Bab II : Kesimpulan Audit yang Didukung dengan Temuan Audit

Bab III : Rekomendasi



Bab IV : Ruang Lingkup Audit

Dalam melaksanakan audit, kami telah memperoleh banyak bantuan,

dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak baik jajaran direksi maupun staff

yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu kami mengucapkan

terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini.

Pelaksana Audit

Sumiati Tresnaningtyas



BAB I

INFORMASI LATAR BELAKANG

Semakin membesarnya permintaan baterai kering merk ABC baik di

pasaran dalam maupun luar negeri, merupakan tantangan bagi PT.

INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY untuk dapat memenuhi kebutuhan

tersebut. Dengan ditunjang dan dukungan yang tidak mengenal lelah dari segenap

personel PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY, maka didirikan PT.

Hari Terang Industry di Surabaya yang diresmikan pada tahun 1982, kemudian

mulai tahun 2009 ini namanya menjadi PT. INTERNATIONAL CHEMICAL

INDUSTRY PLANT 2 Surabaya. Dipilihnya Surabaya adalah untuk lebih

meningkatkan pelayanan distribusi yang lebih efektif dan efisien bagi kebutuhan

permintaan pasar di Jawa Timur khususnya serta Indonesia bagian Timur

umumnya, yaitu di Jl. Rungkut Industry II No. 12 Surabaya.

Hingga saat ini produksi PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY

PLANT 2 dapat dikelompokkan menjadi : Mutu Standar dan Mutu Ekonomi,

dengan acuan standar mutu produk yang konsisten untuk ukuran AA/R6/SUM-3

dan D/R20/UM-1. Semua produk yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional

SNI 04-2051.2-2004 dan Internasional yaitu IEC 60086-1/60086-2 (2000-11);

ANSI C18.IM-1992; JIS C 8501-1998.

PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY PLANT 2 dalam

perjalanannya telah memperoleh berbagai penghargaan secara nasional maupun

daerah, diantaranya :

1. Zero Accident tahun 2006, 2010, 2011 dan 2012.

2. 5S tahun 2003 sampai dengan tahun 2011.

3. Penghargaan program peringkat kinerja perusahaan (PROPER) dengan

predikat biru periode tahun 2010-2012.



PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY PLANT 2 tidak akan

pernah berhenti untuk selalu berpacu dengan kemajuan teknologi dan jaman untuk

memberikan lebih banyak jaminan kepuasan kepada pelanggan sesuai dengan

komitmen perusahaan terhadap penerapan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2008 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 dan Sistem

Manajemen K3 sesuai PP No.50 Tahun 2012.

Visi PT. International Chemical Industry adalah menjadi produsen terdepan dalam

produk energi ramah lingkungan yang berkualitas pilihan utama konsumen. Misi

perusahaan sebagai berikut : (1) Berkomitmen memproduksi dan mengembangkan

baterai kering berkualitas dengan teknologi modern serta proses yang aman dan

ramah lingkungan secara efektif-efisien. (2) Mengembangkan sistem manajemen

terintegrasi dan SDM yang unggul, memperluas pasar, memelihara kepuasan serta

loyalitas pelanggan.

Struktur organisasi perusahaan PT. International Chemical Industry adalah

sebagai berikut :

Kepala Pabrik : L.E.S Yulius

Wakil Kepala Pabrik : Tio le Huong

Kepala Depart QA : Goretty R

Kepala Depart Produksi : Tarsisius

Kepala Depart ME : Sudarmadi

Kepala Depart EL : M. Djonet N

Kepala Depart HRGA : Antonius

Koordinator HSE : Goretty R

Kepala Poliklinik : dr. L. Suwandito



PT. International Chemical Industry adalah perusahaan swasta nasional yang

menghasilkan produk energi dengan merek ABC dan merek-merek terkenal

lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, berkomitmen :

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai standar ISO 9001:2008,

Sistem Manajemen Lingkungan sesuai Standar ISO 14001:2004, serta

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Peraturan

Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 yang terintegrasi satu sama lain secara

efektif dan efisien.

2. Mematuhi perundangan dan persyaratan lain yang relevan dengan kegiatan

perusahaan.

3. Melakukan peningkatan kinerja perusahaan di berbagai aspek kegiatan

secara terus menerus

4. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak terkait lainnya, agar mereka

semakin setia.

5. Mengupayakan efisiensi sumber daya di berbagai aspek kegiatan.

6. Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran

lingkungan yang dapat terjadi dari aspek kegiatan, produk atau jasa yang

berhubungan dengan perusahaan.

7. Meningkatkan kualitas SDM dan melakukan modernisasi di segala bidang

kegiatan.

Tujuan dilakukannya audit adalah untuk :

1. Menilai penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada

aktivitas/operasi dalam perusahaan sesuai standar keselamatan.

2. Menilai efektivitas dan efisiensi program keselamatan dan kesehatan kerja

yang dimiliki perusahaan.

3. Memberikan berbagai saran perbaikan atas kelemahan dalam hal keselamatan

dan kesehatan kerja yang ditemukan.



BAB II

KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan temuan (bukti) yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan,

kami dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Kondisi :

1. Masih terjadi kecelakaan di PT. International Chemical Industry Surabaya

yang disebabkan karena perilaku tidak aman dari pekerja nya sendiri.

Perilaku tidak aman tersebut seperti bersenda gurau dengan teman bekerja

pada saat bekerja, tidak memakai APD dengan lengkap yang sudah di

tentukan dan sediakan oleh perusahaan. Biasanya pekerja yang masih baru

bekerja, dan kontrak.

2. Bunyi sirine kendaraan forklift tidak berbunyi dengan normal pada saat

kendaraan tersebut berjalan membawa barang produksi ke tempat lain.

Kriteria :

1. Pekerja di haruskan mengetahui pentingnya keselamatan pada saat bekerja

dan memiliki budaya K3 yang berasal dari dirinya sendiri dalam

kehidupan sehari-hari karena di PT. International Chemical Industry

Surabaya sudah membuat peraturan sesuai dengan peraturan pemerintah.

2. Bunyi sirine untuk kendaraan forklift harus berbunyi dengan semestinya,

Perusahaan harus lebih intensif mengawasi perawatan peralatan terutama

kendaraan forklift dan memberhentikan pekerjaan sementara waktu atau

berhenti beberapa jam saja.



Penyebab :

1. Budaya K3 individu (pekerja) bisa berasal dari kondisi psikis pekerja,

kebiasaan sehari-hari atau bisa juga dari lingkungan kerja.

2. Perusahaan merasa kendaraan forklift masih bisa digunakan dan tidak

membahayakan.

Akibat :

1. Terjadi kecelakaan pada saat bekerja dan dapat menambah biaya

perusahaan dan mengurangi jam kerja.

2. Pada saat kendaraan forklift ini berjalan untuk memindahkan barang ke

tempat lain apabila bunyi sirine nya tidak berbunyi, pekerja yang berjalan

dan tidak mengetahui kendaraan forklift ini lewat akan tertabrak dengan

kendaraan tersebut



DAFTAR RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No. Kondisi Kriteria Penyebab Akibat

1. Masih terjadi kecelakaan

yang disebabkan dengan

perilaku yang tidak

aman dari tiap masing-

masing individu seperti

kurang konsentrasi,

tergesa-gesa dalam

melakukan pekerjaan,

bergurau dengan teman

bekerjanya.

Tiap masing-

masing individu

(pekerja) di

haruskan memiliki

budaya K3 yang

berasal dari

dirinya sendiri

dalam kehidupan

sehari-hari

Kondisi psikis

dari pekerja,

kebiasaan

sehari-hari atau

bisa juga dari

lingkungan

kerja.

Terjadi kecelakaan

pada saat bekerja dan

perusahaan

menanggung kerugian

akibat kecelakaan yang

terjadi.

2. Pada kendaraan forklift,

bunyi sirine yang

seharusnya berbunyi

pada saat dijalankan ,

pada saat itu tidak

berbunyi dengan

semestinya.

Bunyi sirine untuk

kendaraan forklift

harus berbunyi

dengan semestinya

Perusahaan

merasa forklift

masih bisa

digunakan dan

tidak

membahayakan.

Dengan bunyi sirine

forklift yang tidak

berbunyi dengan

semestinya sewaktu-

waktu bisa

membahayakan para

pekerjanya sendiri.



BAB III

REKOMENDASI

Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi

perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini adalah sebagai

berikut :

1.Kelemahan yang terjadi karena tindakan yang tidak aman dari para

pekerjanya pada saat bekerja.

2.Kelemahan yang terjadi pada kendaraan forklift yaitu bunyi yang tidak

berbunyi dengan semestinya.

Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai

koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki

kelemahan tersebut.

Rekomendasi :

1. Meningkatkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sudah ada

sehingga tidak ada lagi kecelakaan pada saat bekerja dan mendapatkan zero

accident kembali.

2. Perusahaan harus mendidik pekerja untuk bekerja dengan aman. Oleh karena

itu K3 harus ditanamkan dan dibangun melalui sosialisasi, pembinaan dan

pelatihan yang lebih ditingkatkan lagi.

3. Mengenai forklift, perusahaan harus memperbaiki sirine forklift supaya

berbunyi dengan semestinya karena sewaktu-waktu bisa membahayakan para

pekerjanya.



BAB IV

RUANG LINGKUP AUDIT

Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya

meliputi masalah Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam hal Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3). Audit kami mencakup penilaian atas penerapan program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), departemen yang bertugas di bagian

keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan aktivitas departemen itu sendiri.


